DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24
Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998), Cet. ke-4, Mandar Maju, Bandung,
2009

Andrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung,
2008,

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jilid 1 Hukum Tanah Nasional,
Djambatan, Jakarta, 2008,

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan
Hukum Tanah,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, Cet. 15,Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta,
2002,

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cetakan Kesembilan.
Penerbit Djambatan. Jakarta 2003.

Budi Untung, Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses
Melayani, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015,

Didik Ariyanto. Pelaksanaan Fungsi Dan Kedudukan Camat Sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupatn Gobrongan. Semarang.
Tesis. PPS Universitas Diponegoro, 2006.

Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT
Presindo, Yogyakarta, 2010,

G.Kartasapoetra Dkk, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanabh,
Rineka Cipta. Jakarta, 1991,

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual Beli, Raja Grafindo
Persada,Jakarta:2003

H.M. Ridwan Indra R.A. Ragam Perjanjian di Indonesia, CV. Trisula, Jakarta
1996,

Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung,
2011,



Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutagien, Teori Hukum
Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006,

Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttagien, Teori Hukum
Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Penerbit
Nusa Media, Bandung, 2008,

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan,PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung ,2007

Herlin Budiono, , Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum
Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia), Cet. Ke-2, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
Irawan Soerodjo, , Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola,
Surabaya, 2003,

Ishag, Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

Jayadi Setiabudi. Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta
Perizinannya. Penerbit Buku Pintar,Yogyakarta. 2015,

Jonny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia,
Surabaya, 2007,

Komang Linda Harmayanti, , “Pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa Tanah
Tanpa Batas Waktu”. Tesis. Program Magister Kenotariatan Universitas
Udayana, Denpasar, Universitas Udayana, 2013

Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara
Perdata Terhadap Akta Yang dibuatnya, Jurnal Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas islam Indonesia,Vol.2 No.1 ,2017,

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja
Rusdakarya, Bandung, 1993,

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta:
Sinar Bakti, 1998,

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2001,

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011,

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008,



Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT
Bina llmu, 1987,

Pieter Latumenten, Kongres XX lkatan Notaris Indonesia Kebatalan dan
Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya, Surabaya,
2009,

Pipin Syarifin, Pengantar limu Hukum. CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009,

Putrid, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan
Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, PT. Softmedia, Jakarta,
2011,

R. Soeroso, Pengantar IImu Hukum. Cet. VII. Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
R. Subekti. Hukum Perjanjian. Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 2004,

Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Cet-
1,Binacipta, Bandung,1991

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari limu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999,

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2006,

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH Universitas
Indonesia, Jakarta, 2003,

Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of
Law), terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta, 1996,

S.A. Hakim. Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan ,Bulan Bintang, Jakarta
,1965,

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada penelitian
tesis dan disertasi, Cetakan kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2013,

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. Ke-8, Sinar Grafika,
(selanjutnya disingkat Salim HS 1), Jakarta, 2013,

Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Cetakan ketiga,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019,

Satjipto Raharjo, llmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,

Setiono, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Magister lImu Hukum Program Pasca
Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004,



Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, , Hukum acara Perdata, Gama Media,
Yogyakarta, 2007,

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Universitas
Atmajaya, Yogyakarta, 2010,

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,
1991,

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang
Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia Institut
Bankir Indonesia, Jakarta, 1993,

Titik Triwulan Tutik, , Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi
Pertama, Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, 2008,

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. IX, Jakarta, Balai
Pustaka, 1986,

Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
UNILA, Lampung, 2007,

Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik
Dalam Media Notariat, Edisi Mei-Juni, 2004,

Wawancara dengan Roben Sjachran di Zoom Meeting Yang Diselenggarakan Ben
Institut. 2020,

Yanly Gandawidjaja. Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah. Universitas Katolik
Parahyangan Bandung. 2002,

. Jurnal

Bahder Johan Nasution 2020, Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana
Pengendalian Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris.
Recital Review. Magister Kenotariatan Universitas Jambi, Jambi.

Endang Purwaningsih ‘“Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan
Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum”. Fh
Yarsi Vol.2 No.3. Jurnal Adil: Jurnal Hukum.2011

Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of
law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar lImu
Hukum Normatif Sebagai llmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media
Indonesia, Jakarta, 2007



Indra  Prayitno, Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah
Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa Bagi Notaris, Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan.
Volume 1, Nomor 1, Bandung, 2017,

Jimly  Asshiddigie, “Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta
Tanah”, Media Notariat Jurnal Renvoi Edisi April-Juni 2003,

kunni  Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris
Secara Perdata Terhadap Akta Yang dibuatnya, Jurnal Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas islam Indonesia, Vol.2 No.1,
2017,

Livia Clarista & Endang Padamdari Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Belu
(AJB) Atas Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jurnal
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; Jurnal adigama, 2018,

. Internet

http://tesishukum.com, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Cited
2014 Dec 11, diakses pada 15 Juni 2021 pukul 00.09

http://www.legalakses.com/pembuatan-akta-jual-beli-ajb-tanah/, Diakses pada tanggal 29
Desember 2020, Pukul 22.49 WIB.

https://sony-tobelo.blogspot.go.id diakses pada tanggal 30 Maret 2020, pada pukul
19.30 WIB.

https://www.cermati.com/artikel/syarat-serta-prosedur-jual-beli-tanah-dan bangunan, Diakses
pada tanggal 29 Desember 2020, Pukul 22.45 WIB.

http://myrizal-76.blogspot.com/2011/08/peran-ppat-dalam-peralihan-hak-
atas.html, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020,Pukul 23.45 WIB.

. Peraturan
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria


http://www.legalakses.com/pembuatan-akta-jual-beli-ajb-tanah/,%20Diakses
https://www.cermati.com/artikel/syarat-serta-prosedur-jual-beli-tanah-dan
http://myrizal-/

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah.



